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KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan
fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintah sekaligus mengupayakan
adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan penganggaran dan akuntabilitas,
telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek

penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada
penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai
salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good
governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai
pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan
penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), setiap unit penyelenggara harus
dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan
anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi, misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor

SE-24/MK.1/2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kantor Wilayah Ditrektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang merupakan
instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan melaksanakan Visi Misi Unit organisasi yang mengacu pada
Visi Misi Unit Organisasi dari unit organisasi dari level diatasnya yaitu Ditjen Perbendaharaan
sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Kemenkeu Two Kanwil DJPB yang terdiri dari sejumlah
Sasaran Strategis yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif yaitu : Perspektif Stakeholder,

Perspektif Customer, Perspektif Internal Process, dan Perspektif Learning and Growth.

Sasaran-sasaran Strategis tersebut dirinci lebih spesifik menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU). Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur oleh IKU. Setiap IKU disertai dengan target yang
menggambarkan kinerja yang harus dicapai, yang kesemuanya telah tertuang didalam Kontrak
Kinerja. Dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 dan memenuhi Nota Dinas Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan nomor ND-77/PB.1/2019 tanggal 8 Januari 2019 hal Pelaporan Kinerja dan
Achievement Tahun 2018 di Lingkungan DJPb, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja
(LAKIN) Tahun 2018 sebagai gambaran pelaksanaan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.



Harapan kami LAKIN ini secara eksternal dapat digunakan sebagai media
pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu secara internal
dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat pada masa selanjutnya sehingga pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai

perwujudan visi dan misi keberadaannya akan semakin baik.

Bandung, 31 Januari 2019
Pih. Kepala Kantor Wilayah

to Karipany




IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2007 merupakan tahun awal dimulainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian
Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan instansi vertikal sebagai perpanjangan
tangan pemerintah pusat di daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Reformasi Birokrasi Kementerian
Keuangan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang
Reformasi Keuangan Kementerian Keuangan bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang
bersih dan bertanggungjawab (clean government) serta birokrasi yang efektif sehingga menghasilkan
pelayanan publik yang optimal (good governance). Agar kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi organisasi dapat terarah diperlukan guidance sebagaimana tergambar dalam visi
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang selaras dan mampu mendukung visi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Visi Kanwil Ditjien Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat adalah

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regionall]

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
menetapkan misi, yaitu:
N KMewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal;
O KMendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel;
P KMewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat
waktu;

Q KMewujudkan pembinaan yang berkesinambungan.

Selanjutnya untuk mewujudkan misi di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat selaku kantor vertikal di daerah yang membawahi 12 KPPN di wilayah kerja Provinsi Jawa
Barat, mencanangkan tekad dan tujuan yang ingin dicapai yaitu Menjalankan peran strategis dan
mengembangkan potensi yang ada untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan di

wilayah Provinsi Jawa Baratll

Pada tahun 2018 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah
melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja baik di tingkat nasional
maupun regional provinsi. Seluruh kegiatan tersebut tingkat capaian kinerjanya telah memenuhi
sebagaimana yang diharapkan. Pencapaian kinerja Kanwil Ditjien Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat pada tahun 2018 dapat diukur dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

1. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 91,28% dari target 80%.
Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil terealisasi sebesar 92,96 dari target 87.
Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil terealisasi sebesar 97,39 dari target 93.

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil terealisasi sebesar 4,61 dari target 4,52.

o~ w0

Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar
99,68% dari target 98%.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu
terealisasi sebesar 100% dari target 100%.

Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervise Kanwil terealisasi
sebesar 96,54 dari target 90.

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 88,14 dari target 85.
Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dari target 90%.
Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil terealisasi sebesar 93,25 dari
target 87.

Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN terealisasi sebesar
96,54 dari target 70.

Persentase akurasi rencana penarikan dana satker terealisasi sebesar 95,09% dari target
88%.

Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program
terealisasi sebesar 100 dari target 75.

Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah terealisasi
sebesar 86,09 dari target 75.

Nilai rata-rata hard competency pegawai Kanwil terealisasi sebesar 92 dari target 77.

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 97,74 dari
target 78.

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization terealisasi
sebesar 95 dari target 81.

Persentase pemenuhan BMN sesuai standar terealisasi sebesar 120,72% dari target 91%.
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil terealisasi sebesar 101,72% dari target
95%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target adalah N IH | L

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang N/A (Not Availabel) adalah N IH I L

Selain keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas, Selama tahun 2018 Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat juga mempunyai prestasi antara lain:

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat meraih predikat Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memperoleh peringkat terbaik kedua
penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun
2018 (Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-668/PB/2018 tanggal 27
Desember 2018).

Kanwil Ditien Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memperoleh peringkat terbaik kedua Unit

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dalam menyusun Laporan

\%



Keuangan Tingkat Wilayah (Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-
527/PB/2018tanggal 18 Oktober 2018).

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memperoleh peringkat kesatu Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Tahun 2018 (Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-676/PB/2018 tanggal
28 Desember 2018).

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 diharapkan dapat
dipertahankan dan diupayakan untuk dapat ditingkatkan di tahun 2019. Sedangkan beberapa
kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal akan menjadi fokus perhatian sehingga
kedepannya bisa mendapatkan prestasi tingkat pusat. Sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan keberhasilan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
menyusun Laporan Kinerja setelah periode pelaksanaan Kontrak Kinerja Tahun 2018 berakhir.
LAKIN ini disamping memuat rencana strategis dan rencana kerja tahunan, juga memuat

realisasi, evaluasi hasil dan analisa atas pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran.

Hasil evaluasi dan analisis LAKIN ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
penyesuaian strategis dan penyusunan Kontrak Kinerja tahun berikutnya serta
pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan tugas pemerintahan bagi terciptanya good

governance.
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A. LATAR
BELAKANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 262/ PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor
Wilayah Ditien Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk melaksanakan tugas dengan prudent,
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip good governance sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No.28
Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya

diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018. LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu
peningkatan kinerja pada setiap bidang dan bagian di lingkungan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Dan tujuan lain penyusunan LAKIN adalah sebagai

salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja
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B. TUGAS,
FUNGSI, DAN
STRUKTUR
ORGANISASI

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendahaaan Provinsi Jawa Barat adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Jawa Barat. Sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016, Kanwil Ditien Perbendaharaan mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis,
monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang

perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kanwil Ditien Perbendaharaan Provinsi

Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :

a. penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta
penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan;

b. penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan

pelaksanaan di daerah;

pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;

pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran;

pembinaan teknis sistem akuntansi pemerintahan;

-~ o o o

pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;
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pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

j- pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pemberian pinjaman kepada daerabh;

k. pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara
umum;

I. pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun;

m. verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK);

n. pelaksanaan kehumasan;

0. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun
2018 Kanwil Ditjien Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mempunyai susunan organisasi

terdiri dari :
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a. Bagian Umum;

b. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;

c. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;

d. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
e. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar. 1.2

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Nomor: 262/PMK.01/2016

M ciang S pe reisl KFPN
Dan Eepatuban Intemal
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Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai suatu instansi vertikal unit
eselon Il di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki kondisi sumber daya

manusia per tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:
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Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
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- 2P [ S5 orang
Jumlah 106 orang
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Statistik Pegawai Berdasarkan Usia
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